
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan; 

Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, maka perlu dilakukan Perubahan demi 
peningkatan mutu pendidikan serta relevansi dan 
efisiensi manajemen pendidikan; 

WALIKOTA SIBOLGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA • 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 11 TAHUN 2016 
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PROVINS! SUMATERA UTARA 
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11. Peraturan ... 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47. Tahun 2008 
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4863); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4769); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tfhun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 



Beberapa ketentuan dalam. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sibolga 
Tahun 2009 Nomor 1) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 

Menetapkan : 
" 

MEMUTUSKAN : 

W ALIKOTA SIBOLGA 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA 

Dengan Persetujuan Bersama 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105); 

' 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan 
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan 
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); • 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864); 



1 Ob . -Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

lOa. Lembaga Penyelenggara .Pendidikan adalah organisasi dan/atau 
badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan 
satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. 

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pemimpin, 
perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayan dan pengendali 
lembaga Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan 
Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi 
bidang pendidikan. 

9. Penduduk yang selanjutnya disebut Penduduk Kota Sibolga 
adalah setiap orang yang bertempat tinggal di Kota Sibolga. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Sibolga. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

W alikota adalah Walikota Sibolga. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga. 

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sibolga. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

~ 

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan tiga 
angka yakni lOa, lOb, dan lOc, diantara angka 15 dan 16 disisipkan 4 
(empat) angka yakni 15a, 15b, 15c, dan 15d, angka 28 diubah, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 



masyarakat yang 
untuk menunjang 

1;7. Tenaga kependidikan adalah anggota 
mengabdikan diri dan diangkat 

. penyelenggaraan pendidikan. 

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 
tersedia padajalur, jenjang, danjenis pendidikan tertentu. 

lSd. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan 
pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau 
bentuk lain yang sederajat. 

lSc. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) 
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 
serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

lSb. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut. 

lSa. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan. 

15. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 
dan berjenjang dalam bentuk lembaga kursus, lembaga 
pelatihan, paket a, b dan c, kelompok belajar masyarakat, majelis 
taklim, pendidikan anak usia dini jalur non formal. 

14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi. 

13. Muatan Lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun di 
daerah, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan potensi 
daerah dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

12. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara 
nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah pusat. 

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

.digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tcrtentu. 

lOc. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 
berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem 
pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara 
dan/ atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 



27. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan program 
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan. 

28. Badan Akreditasi Sekolah yang selanjutnya disebut BAS adalah 
lembaga mandiri yang bertugas mensosialisasikan dan 
melaksanakan akreditasi terhadap sekolah. 

26. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, 
serta tokoh masyarakat .yang peduli pendidikan. 

25. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 

2. Ketentuari ... 

24. Jabatan fungsional aparatur sipil negara adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seseorang pegawai negeri sipil satu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah 
pencapaian target kerja minimal yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah dan pemerintah kota bidang pendidikan berdasarkan 
spesifikasi teknis. 

22. Pengawas PAUD adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan dari segi 
teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan non 
formal. 

21. Pengawas sekolah adalah aparatur sipil negara dalam jabatan 
fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang 
secara fungsional oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
supervisi, pengawasan dan evaluasi kegiatan belajar mengajar di 
sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi 
teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan 
prasekolah, dasar, dan menengah. 

20. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk 
memimpin dan mengelola sekolah. 

19. Sekolah/Madrasah adalah lembaga formal atau satuan 
pendidikan untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima 
dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya) baik negeri 
maupun swasta. 

18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 
pendidikan. 



(3) Penyidik ... 

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan dengan status honor di 
sekolah Negeri selain mendapat honorarium juga berhak 
memperoleh : 
a. tunjangan kesejahteraan; 
b. jaminan kesehatan;. 
c. penghargaan sesuai dcngan prestasi kerja; 
d. perlindungan hukum; dan 
e. menggunakan fasilitas pendidikan untuk menunjang 

kelancaran tugas. 

( 1) Pendidik dan tenaga kependidikan dengan status CPNS, Aparatur 
Sipil Negara selain mendapatkan gaji, dan tunjangan lainnya 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
Aparatur Sipil Negara, juga berhak memperoleh: 

tunjangan kesejahteraan; 
penghargaan sesuai dengan prestasi kerja; 
pembinaan karir; 
perlindungan hukum; dan 
menggunakan fasilitas pendidikan untuk menunjang 
kelancaran tugas. 

a. 
b. 
c. 

~· d. 
e. 

Pasal 14 

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, 
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

(4) Walikota menetapkan satuan pendidikan di setiap jenjang, 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan 
menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah yang 
berstandard nasional sesuai dengan peraturan perundangan­ 
undangan yang berlaku. 

(3) Pengurus badan penyelenggara sekolah swasta tidak dapat 
menduduki jabatan kepala sekolah. 

(2) Penyelenggara sekolah swasta adalah suatu badan hukum dan 
atau organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial dan/atau 
keagamaan. 

( 1) Penyelenggara sekolah negeri adalah Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 



6. Ketentuan ... 

(2) Pengawas PAUD mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pendidikan 
formal dan informal. 

( 1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok pengawasan, 
pembinaan, dan evaluasi terhadap sekolah yang sesuai dengan 
jenis dan jenjang pendidikan dalam wilayah yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

Pasal20 

Bagian keenam 
Pengawas 

5. Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga 
Bagian Keenam dan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 
: 

(4) Kepala Sekolah harus memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah 
(NUKS) dari Lembaga yang dihunjuk oleh Kemendikti. 

(3) Kepala Sekolah wajib membuat rencana kerja tahunan dan 
rencana strategi tahunan dengan memperhatikan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(2) Kepala Sekolah berfungsi sebagai edukator/pendidik, manager, 
administrator, supervisor leader/pemimpin, inovator, motivator 
dan enterpreneur pada satu sekolah atau satuan pendidikan. 

( 1) Kepala Sekolah harus menetapkan dan melaksanakan visi dan 
misi sekolah yang dipimpinnya. 

! Pasal 17 

4. Ketentuan. Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 17 
berbunyisebagaiberikut: 

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan dengan status honor di 
sekolah Swasta selain mendapat gaji dari penyelenggara yang 
berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan juga berhak 
memperoleh : 
a. tunjangan kesejahteraan; 
b. jaminan kesehatan; 
c. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja; 
d. perlindungan hukum; dan 
e. menggunakan fasilitas pendidikan untuk menunjang 

kelancaran tugas. 



8. Ketentuan ... 

(4) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik harus 
mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. 

(3b) Penerimaan peserta didik baru kelas unggulan tingkat Sekolah 
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan melalui seleksi 
secara bertahap (tes akademik, tes psikotes, tes wawancara 
bahasa inggris dan kesemaptaan). 

(3a) Penerimaan peserta didik baru reguler melalui nilai ujian 
nasional dengan cara seleksi sistem online tingkat Sekolah 
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 
Menengah Kejuruan. 

~· 

Dalam hal pemberian penghargaan dan memperhatikan 
kelanjutan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki prestasi 
dibidang olahraga dan seni, maka dilaksanakan penerimaan 
peserta didik berprestasi melalui jalur khusus berdasarkan 
pertimbangan khusus yaitu prestasi tingkat provinsi, nasional 
dan intemasional. 

(3) 

Setiap calon peserta didik yang memenuhi syarat dapat diterima 
sebagai peserta didik di sekolah negeri atau sekolah swasta pada 
pendidikan berikutnya. 

(2) 

Calon peserta didik yang memenuhi syarat diberi kesempatan 
seluas-luasnya memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis 
sekolah yang sesuai. 

( 1) 

Pasal 23 

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) 
disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga 
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian 
pengawas sekolah dan pengawas PAUD ditetapkan oleh Walikota atas 
usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 21 

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai 
berikut: 



2 Standar ... 

a. 

b. 

c. 

• 
d. 

e. 

f. 

g. 
h. 

( 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar 
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdiri atas: 

anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI 
paling rendah 95 persen; 
angka putus sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari 
jumlah siswa yang bersekolah; 
sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai 
dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional paling 
rendah 90 persen; 
jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi paling rendah 90 
persen; 
guru SD /MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi 
yang ditetapkan secara nasional paling rendah 90 persen; 
siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata 
pelajaran paling rendah 90 persen; 
jumlah siswa SD/MI perkelas 32 orang siswa; 
siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standard 
nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran 
membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata 
pelajaran bahasa, matematika, IPA, untuk kelas V paling 
rendah 90 persen; dan 

i. lulusan SD yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama 
(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) paling rendah 90 persen. 

Pasal 41 

9. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h diubah, 
sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut : 

(3) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan oleh Guru 
yang bersifat edukatif dan bukan perploncoan. 

(2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah diadakan untuk mengenal 
program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar dan 
penanaman konsep pengenalan diri peserta didik sesuai dengan 
tujuan pendidikan nasional. 

( 1) Sekolah baru dapat menyelenggarakan masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (PLS) bagi peserta didik pada tiap jenjang 
pendidikan paling lama 3 ( tiga) hari yang dilaksanakan m ulai 
hari pertama masuk sekolah. 

Pasal 26 

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut: 



(4}Dewan ... 

(3) Dewan Pendidikan Daerah bertugas menghimpun, menganalisis, 
dan memberikan rekomendasi kepada W alikota terhadap 
keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap 
pendidikan. 

(2) Dewan pendidikan Daerah menjalankan fungsinya secara 
mandiri dan profesional. 

( 1) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
44 ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan 
pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan 
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 
pendidikan. 

Pasal 44A 

10. ·diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 
. 44A, Pasal 44B dan Pasal 44C, sehingga berbunyi sebagai berikut: • 

e. 

f. 

• 
g. 

h. 
i. 

(2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdiri atas: 
a. anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di 

SMP /MTs paling rendah 90 persen; 
b. angka putus sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari 

jumlah siswa yang bersekolah; 
c. sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai 

dengan standard teknis yang ditetapkan secara nasional 
paling rendah 90 persen; 

d. sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk 
melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar 
lainnya paling rendah 80 persen; 
jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi paling rendah 
90 persen; 
guru SMP /MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan 
kompetensi yang ditetapkan secara nasional paling rendah 90 
persen; 
jumlah siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap 
mata pelajaran 100 persen; 
jumlah siswa SMP/MTs per kelas 34 orang siswa; 
siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standard 
nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IFS di 
kelas I dan II paling rendah 90 persen; dan 

' J. lulusan SMP/MTs yang melanjutkan' ke Sekolah Menengah 
Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekotah Menengah 
Kejuruan (SMK) paling rendah 70 persen. 



·(13) Pendanaan dewan pendidikan daerah dapat bersumber dari: 
a. pemerintah; 
b. pemerintah daerah; 
c. masyarakat; 
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/ atau 
e. sumber lain yang sah. 

(12) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat 
atau melalui pemungutan suara. 

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mengusulkan kepada W alikota paling ban yak 22 ( dua puluh 
dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah setelah 
mendapatkan usulan dari : 
a. organisasi profesi pendidik; 
b. organisasi profesi lain; atau 

· c. organisasi kemasyarakatan. 

( 11) 

Anggota dewan pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) 
orang. 

(10) 

••• , .. 

(9) Susunan kepengurusan dewan pendidikan daerah sekurang­ 
kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris. 

(8) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila : 
a. mengundurkan diri; 
b. meninggal dunia; 
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; 

a tau 
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

(7) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan daerah adalah 5 
(lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) 'kali masa 
jabatan. 

,. 
(6) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan daerah 

dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, 
dan laman. 

( 5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari: 
a. pakar pendidikan; 
b. penyelenggara pendidikan; 
c. pengusaha; 
d. organisasi profesi; 
e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; 
f. pendidikan bertaraf internasional; 
g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/ atau 
h. organisasi sosial kemasyarakatan. 

(4) Dewan pendidikan Daerah melaporkan pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) kepada masyarakat melalui 

.media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk 
lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik. 



(12) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta 
didik satuan pendidikan. 

(11) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite 
dan sekretaris. 

( 10) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila : 
a. mengundurkan diri; 
b. meninggal dunia; 
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; 

a tau 
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

(9) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun 
dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan. 

Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) 
orang, terdiri atas unsur: 
a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh 

persen); 
b. tokoh masyarakat paling banyak 30°/o (tiga puluh persen); dan 
c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30o/o (tiga puluh 

persen). 

(8) 

(7) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari : 
a. pemerintah; 
b. pemerintah daerah; 
c. masyarakat; 
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/ atau 
e. sumber lain yang sah. 

(6) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. 

Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 
(dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan 
dengan satuan pendidikan lain yang sejenis. 

(5) 

(4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau 
gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah. 

(3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap 
keluhan, saran, kritik, dan. aspirasi masyarakat terhadap satuan 
pendidikan. 

(2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan 
prof esional. 

(1) Komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 
berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 
dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan 
tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan 
pada tingkat satuan pendidikan. 

Pasal 44B 



Pasal II. .. 

(7) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas · publik, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 
kebijakan, program penyelenggaraan, keluaran pendidikan di 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(5) Dewan pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 
kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. 

(.· 

(4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(3) Pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh 
penilik. 

(2) Pembinaan dan pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh 
tenaga fungsional pengawas profesional yang terdiri dari pengawas 
PAUD, Pengawas SD, pengawas rumpun mata pelajaran, pengawas 
bimbingan konseling serta dilaporkan secara berkala (triwulan) 
kepada Kepala Dinas. 

( 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non formal. 

Pasal 49 

11. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi 
sebagai berikut: 

Dewan pendidikan dan/ atau komite sekolah, baik perseorangan 
maupun kolektif, dilarang: 
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, 

pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan 
pendidikan; 

b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik 
atau orang tua/walinya di satuan pendidikan; 

c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara 
langsung atau tidak langsung; 

d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru 
secara langsung atau tidak langsung; dan / a tau 

e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan 
pendidikan secara langsung atau tidak langsung. 

Pasal 44C 

( 14) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah ditetapkan oleh 
kepala sekolah. 

(13) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 11) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah 
mufakat atau melalui pemungutan suara. 

r· 
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MOCHAMAD SUGENG 
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dto. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 

aslinya 
DAN ORGANISASI, 

•• 

Diundangkan di Sibolga 
pada tanggal 23 Desember 2016 

M.SYARFIHUTAURUK 

WALIKOTA SIBOLGA, 

dto. 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 23 Desember 2016 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Sibolga. 

Pasal II 



Dalam hubungan ini, sejalan dengan perkembangan ilmu dan 
teknologi serta tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, maka 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, telah melakukan pembaharuan sistem pendidikan, 
diantaranya pembaharuan kurikulum, pembaharuan jenis pendidikan, 
penyusunan standard kompetensi yang berlaku secara nasional dan 
daerah, menyesuaikan dengan kondisi setempat, penyusunan standard 
kualifikasi pendidik maupun penyusunan standard pendanaan 
pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip 
pemerataan dan keadilan. 

Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung 
terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak 
mulia dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam 
era globalisasi dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan 
masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. 

Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan 
kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta 
didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang 
dilandasi oleh penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan 
demikian, penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai 
perkembangan ilmu dan teknologi perlu terus didorong untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia 
termasuk untuk memberikan bekal pegetahuan dan.ketrampilan. 

• 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Turhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran-ajaran 
agamna, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan inovatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

' 

I. PENJELASAN UMUM 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 11 TAHUN 2016 

ATAS 

P~NJELASAN 



.1 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Angka 2 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Pasall 

Angka 1 

Pasal 1 
Cukupjelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

Oleh sebab itu, visi pendidikan nasional adalah mewujudkan 
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 
untukmemberdayakan semua warga Negara Indonesia agar 
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu darr 
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk 
mewujudkan visi dimaksud, maka misi pendidikan nasional adalah: ( 1) 
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan 
yang bermutu bagt seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu 
pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional dan 
internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan 
kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan 
memfasililasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak 
'usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat 
belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses 
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepripadian yang 
bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga 
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, 
keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standard yang 
bersifat nasional dan global, dan (7) mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pendidikan berdasrkan prinsip otonomi daerah 
dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



Ayat (2) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Hurufb 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Ayat (3) 

Hurufa 
Cukupjelas 

Hurufb 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 

• 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf d 
Perlindungan hukum dapat bempa pemberian 
bantuan hukum yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugasnya. 

Huruf c 

Yang termasuk dalam pembinaan karir adalah 
peningkatan jenjang pendidikan formal, promosi 
jabatan, mengikuti penataran dan pelatihan sesuai 
dengan bidang disiplin ilmunya, 

Hurufb 
Cukupjelas 

Angka 3 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Huruf a 

Tunjangan kesejahteraan tersebut, termasuk 
kernudahan bagi anak · pendidik dalam, 
memperoleh.pendidikan, tunjangan khusus kepada 
guru SLB dan guru yang mengajarkan mata 
pelajaran praktek ketrampilan yang beresiko, 
adanya tunjangan kesejateraan guru yang 
meningkat setiap tahun sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 



Ayat (3) 
Cukun iela."'-------- 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Angka 8 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 
Pengumuman dimaksud antara lain meliputi 
persyaratan, daya tampung, jadwal, tempat, dan 
petugas penirimaan siswa baru. 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Angka 7 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Angka 6 

Pasal 21 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Angka 5 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Angka 4 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 



Hurufi 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruff 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukup jelas 

Huruf cl 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Hurufb 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukupjelas 

Angka 9 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Hurufb 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf f 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf i 
Cukupjelas 

• 



Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat(l) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (13) 
Cukupjelas 

Pasal 44B 

Ayat (12) 
Cukupjelas 

Ayat (11) 
Cukupjelas 

Ayat (10) 
Cukupjelas 

Ayat (9) 
Cukupjelas 

Ayat (8) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Angka 10 

Pasal 44A 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Hurufj 
Cukupjelas 

• 

• 



Ayat (3) 
Cukupiecllaa£s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Angka 11 

Pasal 49 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Hurufe 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Hurufc 
Cukupjelas 

Hurufa 
Cukupjelas 

Hurufb 
Cukupjelas 

Pasal 44C 

Ayat (13) 
Cukupjelas 

Ayat (14) 

Cukupjelas 

Ayat (12) 
Cukupjelas 

Ayat (11) 
Cukupjelas 

Ayat (10) 
Cukupjelas 

Ayat (9) 
Cukupjelas 

Ayat (8) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 
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Pasal II 
Cukup Jelas 

Ayat (7) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 


